SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA, POKJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN PADA UNIT
KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas kerja, profesionalisme
dan disiplin kerja dan mempertimbangkan beban kerja
Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa
(UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Fakfak dalam melaksanakan
tugas pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah perlu
menetapkan honorarium khusus;

b. bahwa honorarium Perangakat UKPBJ, Kelompok Kerja
Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) telah diatur dalam Peraturan Bupati
Fakfak Nomor 70 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga
dan Standar Biaya Umum, namun belum cukup diatur standar
biaya honorarium secara terperinci;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Fakfak tentang Standar Biaya Khusus Honorarium Perangkat
UKPBJ, Kelompok kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun
2021;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6697);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5657);

7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2005 tentang Cara Perhitungan Eskalasi Harga;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun
Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa;

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 01);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS

(1)
(2)
(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

(11)

HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA, POKJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN
PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN
FAKFAK TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Fakfak.

Bupati adalah Bupati Fakfak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Fakfak sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Fakfak.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Fakfak yang meyelenggarakan dukungan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah
Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa di Daerah.

Perangkat Organisasi UKPBJ sebagai Unit Kerja Struktural adalah Unit kerja
yang melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa,
Pengelolaan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Pendampingan,
Konsultasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukkan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumbe daya Manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk

mengelola pemilihan penyedia.



(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur
Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara yang
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang proses sejak
identifikasi kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Kontruksi /Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan penyedia Barang/Jasa
dengan peserta pemilihan dapat berasal dari Pelaku Usaha Nasional Dan
Pelaku Usaha Asing.

Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia Barang/Pekerjaan kontruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam
keadaan tertentu.

Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan
penyedia  Barang/Jasa  lainnya yang  bernilai paling  banyak
Rp.200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.

100.000.000,00,- (seratus juta rupiah).



BAB II
STANDAR BIAYA KHUSUS
Pasal 2

Standar Biaya Khusus Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah satuan biaya tertinggi yang
digunakan sebagai komponen Biaya yang dibayarkan kepada Perangkat Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat

Pengadaan.

Pasal 3

Honorarium Pejabat Pengadaan dibayarkan perpaket berdasarkan Surat Tugas
dan Laporan realisasi kegiatan, hal ini disesuaikan dengan Peraturan Presiden
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat bahwa dimana proses Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan
dilakukan untuk paket pengadaan sampai dengan sebesar Rp. 1.000.000.000,00,-
(satu milyard Rupiah).

Pasal 4

Standarisasi Biaya Khusus Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Standarisasi Biaya Khusus Honorarium digunakan sebagai pedoman bagi
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Unit Kerja Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ).



BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan penganggaran Biaya Khusus Honorarium Perangkat UKPBJ,
Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan ini dibebankan pada APBD Kabupaten
Fakfak melalui DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Fakfak, sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 12 Agustus 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak

pada tanggal, 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 043




